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bahwa berdasarkan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa,

bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun
Anggaran 2017, untuk meningkatkan disiplin pengelolaan
keuangan dan penatausahaan keuangan yang bersumber
dari Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD),
maka dipandang perlu diatur sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi
Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri
Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54995); N
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3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2015 Nomor 32);

8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Kegiatan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2015 Nomor 53);

9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016
Nomor 18);

10.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017
tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2017 Nomor 97).

MEMUTUSKAN .......



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LANGKAH-LANGKAH

DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11

12.

13.

14.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh
masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari
Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa,
adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening Desa
yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

15. Dana Desa adalah ..............
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Desa
yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu
periode Anggaran.

Surplus anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa
dengan Belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa
dengan Belanja Desa.

Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat Desa dan
pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di
bidangnya.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan dalam APBDesa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

BAB II
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

Pasal 2
Pengajuan permohonan pencairan dana sebagai berikut :
Pengajuan permohonan pencairan dana desa baik yang bersumber dari

APBN, APBD maupun bagi hasil pajak dan retribusi sudah diterima di

sekretariat ADD sebelum tanggal 19 Desember 2017 yang ditetapkan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengajuan permohonan pencairan Dana tidak dapat diterima apabila
melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal 3
Untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa,
bendahara Desa per 31 Desember 2017 wajib menutup :
a. Buku kas umum,
b.Buku kas........



b. Buku kas pembantu pajak;

c. Buku bank;

Sisa dana yang ada di bendahara Desa wajib disetorkan sebelum 31
Desember 2017 ke rekening Desa.

Untuk Tahun 2018, segala pengeluaran desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa Tahun 2018,
terkecuali untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 4
Semua pelaksanaan pekerjaan fisik di Desa harus selesai 100% per 31
Desember 2017.
Semua pelaksanaan pekerjaan fisik di Desa dibayarkan sesuai dengan %
(persentase) progres fisik pekerjaan.
Desa membuat progres fisik sesuai pekerjaan dan melaporkan kepada Tim
Pengendali Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu.
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